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Abstrack
This research is a normative research that aimed to identify family law aspects 
on legal regulation that created by customary law society of desa pakraman 
in Bali. Those regulation usually known as awig-awig desa pakraman. This 
research used nine awig-awig desa pakraman that represented all regencies on 
Bali Province. The result shows that family law aspect is regulated on a specific 
chapter of awig-awig desa pakraman titled: Sukerta Tata Pawongan. This chapter 
regulated relationship between human, specially on family relation. Family law 
aspects that regulated on this chapter covered: (1) matter of marriage (indik 
pawiwahan), (2) matter of divorce (indik nyapian), (3) matter of lineage (indik 
sentana), and (4) matter of inheritance (indik warisan).

Keywords: family law, awig-awig, customary law society, desa pakraman.

Abstrak
Penel�t�an �n� adalah penel�t�an hukum normat�f yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi aspek-aspek hukum keluarga dalam peraturan-peraturan 
hukum yang d�buat oleh kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman d� Bal�. 
Peraturan-peraturan tersebut laz�m d�sebut aw�g-aw�g desa pakraman. Penel�t�an 
d�lakukan terhadap semb�lan aw�g-aw�g desa pakraman yang mewak�l� seluruh 
kabupaten/kota yang ada d� Prov�ns� Bal�. Has�l penel�t�an menunjukkan bahwa 
aspek-aspek hukum keluarga d�atur dalam aw�g-aw�g desa pakraman dalam satu 
bab khusus yang berjudul: Sukerta Tata Pawongan. Bab �n� mengatur hubungan 
antara sesama manus�a khususnya keh�dupan bersama dalam keluarga.  Aspek-
aspek hukum yang d�atur dalam bab �n� mel�put�: (1) pr�hal perkaw�nan (�nd�k 
paw�wahan), (2) pr�hal percera�an (�nd�k nyap�an), (3) pr�hal anak keturunan 
(�nd�k sentana), dan (pr�hal pewar�san (�nd�k war�san).

Kata Kunc�:  hukum keluarga, aw�g-aw�g, kesatuan masyarakat hukum adat,  
          desa pakraman
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I. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Sampa� saat �n� bangsa Indones�a 
belum mempunya� hukum keluarga 
yang bers�fat nas�onal, kecual� pada 
b�dang hukum perkaw�nan5. Walaupun 
sudah pernah ada upaya untuk 
merumuskan hukum kekeluargaan 
nas�onal, tetap� karena kond�s� sos�al 
budaya masyarakat Indones�a yang 
h�terogen, sampa� saat �n� belum  
dapat d�bentuk  hukum  kekeluargaan 
nas�onal. Bag� masyarakat adat Bal� 
(etn�s Bal� yang berama H�ndu), 
hukum yang berlaku d� b�dang hukum 
keluarga adalah Hukum Adat Bal�. 
W�nd�a dan Sudantra merumuskan 
Hukum Adat bal� tersebut sebaga� 
”kompleks norma-norma, ba�k dalam 
wujudnya yang tertul�s maupun t�dak 
tertul�s, ber�s� per�ntah, kebolehan dan 
larangan, yang mengatur keh�dupan 
masyarakat bal� yang menyangkut 
hubungan antara sesama manus�a, 
hubungan manus�a dengan l�ngkungan 
alamnya, dan hubungan manus�a 
dengan Tuhannya”6

Dar� pengert�an d� atas, maka 
dapat d�ketahu� bahwa hukum yang 
berlaku bag� masyarakat adat Bal� 
d�b�dang kekeluargaan adalah hukum 

adat Bal� d� mana wujudnya (1) 
ada yang tertul�s; dan (2) ada yang 
t�dak tertul�s. Hukum adat Bal� yang 
wujudnya tertul�s bukanlah dalam 
pengert�an ”tertul�s” sebaga�mana 
bentuk peraturan perundang-undangan 
sepert� tertul�s dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan Republ�k 
Indones�a, mela�nkan mempunya� 
wujud ”tertul�s”, m�salnya dalam 
bentuk paswara raja-raja ataupun 
dalam bentuk awig-awig tertul�s. 

Meng�ngat hukum adat Bal� 
sebag�an wujudnya t�dak tertul�s, 
maka untuk dapat mengetahu� 
hukum adat yang senyatanya berlaku, 
�dealnya orang harus h�dup dan 
melakukan penel�t�an d� tengah-tengah 
masyarakat d� mana hukum adat �tu 
berlaku. Dengan dem�k�an hukum 
adat dapat diidentifikasi dari pola-pola 
kelakuan masyarakat yang ajeg. Akan 
tetap�, apab�la cara �tu t�dak dapat 
d�lakukan, para akadem�s� dan prakt�s� 
hukum dapat mengenal� hukum 
adat dar� sumber-sumber tertul�s d� 
mana hukum adat telah d�catat atau 
d�dokumentas�kan. Salah satu sumber 
hukum adat Bal� yang wujudnya tertul�s 
adalah awig-awig desa pakraman. 
Menurut Peraturan Daerah Prov�ns� 
Bal� Nomor 3 Tahun 2001 sebaga�mana 
telah d�ubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2003, awig-awig 
desa pakraman adalah aturan-aturan 
yang d�buat oleh desa pakraman 
yang d�paka� sebaga� pedoman dalam 
pelaksanaan tri hita karana. Peraturan 
Daerah tersebut t�dak secara ekpl�s�t 
menjelaskan konsep tri hita karana, 

5 Sejak d�berlakukannya Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkaw�nan Bangsa 
Indones�a telah mempunya� hukum yang 
bers�fat nas�onal walaupun undang-undang 
tersebut mas�h member� peluang berlakunya 
keanekaragaman hukum, ya�tu hukum agama 
dan hukum adat. 

6 Wayan P. W�nd�a dan Ketut Sudantra, 2006, 
Pengantar Hukum Adat Bali, Denpasar: 
Lembaga Dokumentas� dan Publ�kas� Fakultas 
Hukum Un�vers�tas Udayana, hlm. 6.
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tetap� secara umum telah d�paham� 
bahwa tri hita karana menyangkut 
t�ga aspek hubungan yang harus d�jaga 
kese�mbangannya, ya�tu (1) hubungan 
antara sesama manus�a (pawongan), 
(2) hubungan antara manus�a dengan 
l�ngkungan alamnya (palemahan), dan 
(3) hubungan antara manus�a dengan 
Tuhannya (parhyangan)7.  Desa 
pakraman send�r� adalah kesatuan 
masyarakat hukum adat ter�tor�al d� 
Bal� yang mempunya� tatanan hukum 
send�r� dalam mengatur keh�dupan 
warganya.. 

Mengacu pada Buku Pedoman/
Tekn�s Penyusunan Awig-awig dan 
Keputusan Desa Adat yang d�keluarkan 
oleh B�ro Hukum Setda Prop�ns� Bal� 
(2001), ada dua aspek hubungan 
antara sesama manus�a yang menjad� 
substans� awig-awig desa pakraman, 
ya�tu (1) b�dang keh�dupan bersama 
dalam keluarga yang d�atur dalam bab 
Sukerta Tata Pawongan; dan (2) aspek 
keh�dupan bersama dalam masyarakat 
yang d�atur dalam bab Sukerta Tata 
Pakraman8. D�l�hat dar� pemb�dangan 
�tu, aspek-aspek hukum yang mengatur 
keh�dupan keluarga termasuk  l�ngkup 
b�dang keh�dupan bersama dalam 
keluarga (Sukerta Tata Pawongan)

Dengan dem�k�an,  untuk 
mengetahu� pengaturan aspek hukum 

keluarga menurut hukum adat Bal� 
maka hal itu dapat diidentifikasi 
dengan mel�hat pengaturannya 
dalam awig-awig desa pakraman. 
Problem yang harus d�hadap� dalam 
usaha mempelajar� hukum adat Bal� 
sebaga�mana yang tercantum dalam 
awig-awig desa pakraman adalah fakta 
bahwa desa pakraman yang ada d� 
Bal� berjumlah r�buan9. Sebaga�mana 
d�paham� bahwa set�ap desa pakraman 
berhak mengurus rumah tangganya 
send�r� seh�ngga mempunya� otonom� 
dalam membuat awig-awig. Kond�s� 
�n� memungk�nkan bahwa b�sa saja 
pengaturan aspek-aspek hukum 
keluarga berbeda antara awig-awig 
desa pakraman yang satu dengan 
pengaturannya dalam awig-awig desa 
pakraman la�nnya, seh�ngga menjad� 
permasalahan tersend�r� untuk dapat 
mengetahu� mengena� hukum keluarga 
menurut hukum adat Bal� vers� awig-
awig desa pakraman.  

Berdasarkan fakta tersebut, 
maka pent�ng dan relevan d�adakan 
penel�t�an terhadap awig-awig desa 
pakraman, terutama awig-awig desa 
pakraman yang tertul�s. Dengan 
mengadakan penel�t�an terhadap 
awig-awig desa pakraman maka akan 
d�ketahu� secara umum aspek-aspek  
hukum keluarga yang d�atur dalam 
awig-awig desa pakraman. 

9 Data terkah�r menunjukkan bahwa desa 
pakraman yang ada d� Bal� mencapa� 1488 
desa. L�hat: Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bal� Pemer�ntah Prov�ns� Bal�, 2015, 
Data Bali Membangun 2014, hlm. V.1

Vol. 5, No. 1 : 43 - 58

7 L�hat Keputusan Sem�nar Kesatuan Tafs�r 
Terhadap Aspek-aspek Agama H�ndu, dalam: 
I Gust� Ngurah Sud�ana dan I Made Artha, 
2006,  Samhita Bhisama Parisada Hindu 
Dharma Indonesia, Denpasar: Par�sada H�ndu 
Dharma Indones�a Prov�ns� Bal�, hlm. 91.

8 B�ro Hukum Setda Prov�ns� Bal�, 2001, 
Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan 
Keputusan Desa Adat, tanpa nama penerb�t.
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1.2. Perumusan Masalah
Fokus kaj�an dalam tul�san �n� 

membahas permasalahan sebaga� 
ber�kut: 
1. Apakah aspek-aspek hukum 

keluarga d�atur dalam awig-awig 
desa pakraman?

2. Baga�mana pengaturan 
substans� aspek-aspek hukum 
keluarga dalam awig-awig desa 
pakraman?

1.3. Tujuan Penelitian
Secara umum penel�t�an �n�  

bertujuan untuk mengkaj� pengaturan 
aspek-aspek hukum keluarga dalam  
awig-awig desa pakraman. Secara 
khusus, penel�t�an �n� d�tujukan untuk 
mengetahu�: (1) eks�stens� hukum 
keluarga dalam awig-awig desa 
pakraman; (2) pengaturan substans� 
aspek-aspek hukum keluarga dalam 
awig-awig desa pakraman.

II. METODE PENELITIAN
Permasalahan dalam penel�t�an 

�n� d�kaj� dengan menggunakan 
metode penel�t�an hukum normat�f, 
dengan mengandalkan awig-awig 
(tertul�s) desa pakraman sebaga� 
bahan hukum pr�mer. Untuk dapat 
memaham� dan menjelaskan 
�nformas� yang d�peroleh dar� awig-
awig tersebut, dalam penel�t�an �n� 
juga d�gunakan bahan-bahan hukum 
sekunder, terutama l�teratur-l�teratur 
hukum adat, khususnya hukum adat 
Bal�.  Meng�ngat awig-awig desa 
pakraman d�tul�s dalam bahasa Bal�, 

tak terh�ndarkan juga dalam penel�t�an 
�n� d�gunakan bahan non-hukum, ya�tu 
Kamus Bahasa Bal� yang d�manfaatkan 
untuk menjelaskan �st�lah-�st�lah 
atau pun konsep-konsep yang d�muat 
dalam awig-awig desa pakraman atau 
pun yang d�temukan dalam l�teratur-
l�teratur hukum adat Bal�. 

Pengumpulan bahan hukum 
d�lakukan dengan tekn�k penelusuran 
kepustakaan.  Agar awig-awig yang 
d�tel�t� representat�f mewak�l� Bal�, 
maka d�car� awig-awig desa pakraman 
yang secara representat�f mewak�l� 
kabupaten-kabupaten yang ada d� Bal�. 
Bahan hukum sekunder dan bahan 
non hukum d�car� dan d�kumpulkan 
melalu� penelusuran l�teratur d� 
perpustakaan dan �nternet.. Informas� 
yang d�peroleh dar� bahan-bahan 
hukum tersebut d�-fotocopy dan atau 
d�catat dengan menggunakan metode 
pencatatan model s�stem kartu (card-
system). 

Setelah d�olah dan d�anal�s�s 
dengan tekn�k-tekn�k penalaran dan 
argumentas� hukum  yang relevan, 
akh�rnya keseluruhan has�l penel�t�an 
d�saj�kan secara deskr�pt�f anal�s�s. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Ruang Lingkup  Hukum 

Keluarga dalam Awig-awig 
Desa Pakraman.
Dar� penel�t�an terhadap awig-

awig desa pakraman dapat d�ketahu� 
bahwa awig-awig desa pakraman 
mengatur aspek-aspek hukum keluarga 
dalam satu bab (sarga) tersend�r�, ya�tu 
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ya�tu dalam bab (sarga) yang berjudul  
Sukerta Tata Pawongan. Ruang 
l�ngkup hukum keluarga yang d�atur 
dalam bab �n� mel�put�:
(1) Pr�hal perkaw�nan (indik 

pawiwahan)
(2) Pr�hal percera�an (indik 

nyapian)
(3) Pr�hal keturunan (indik sentana); 

dan
(4) Pr�hal pewar�san (indik 

warisan).
Ber�kut �n� akan d�ura�kan 

pengaturan mas�ng-mas�ng substans� 
aspek-aspek hukum keluarga tersebut. 

3.2. Pengaturan Aspek Hukum 
Perkawinan (Pawiwahan)
Dalam masyarakat adat Bal�, 

terdapat beberapa �st�lah yang 
d�gunakan untuk menyebut perkaw�nan, 
d�antaranya: nganten, masomahan, 
makurenan, alaki rabi, mekerab kambe, 
merabian, pawiwahan, dan la�n-
la�n10. Dar� has�l penel�t�an d�ketahu� 
bahwa �st�lah tekn�s yang d�gunakan 
dalam awig-awig desa pakraman 
untuk menyebut perkaw�nan adalah 
”pawiwahan”. Masalah perkaw�nan 
d�atur pada bag�an (palet) khusus d� 
bawah t�tel Indik Pawiwahan yang 
pada umumnya mengatur aspek-aspek 
sebaga� ber�kut:
(1) Pengert�an perkaw�nan;
(2) Cara dan bentuk perkaw�nan 

(pemargin pawiwahan)

(3) Syarat-syarat perkaw�nan 
(pidabdab sang pacang 
mawiwaha)

(4) Prosedur perkaw�nan (pemargin 
pawiwahan)

Ad. 1. Pengert�an Perkaw�nan
Hamp�r semua awig-awig desa 

pakraman yang d�tel�t� mengatur 
secara eksplisit mengenai difinisi 
perkaw�nan. Dar� semb�lan awig-
awig desa pakraman yang d�tel�t� 
hanya d�temukan satu awig-awig yang 
tidak memberikan rumusan difinisi 
perkaw�nan, ya�tu Awig-awig Desa 
Pakraman Gadungan (Tabanan). 
Tetap� dar� penel�t�an terhadap pasal-
pasal yang terdapat dalam bag�an 
(palet) �nd�k paw�wahan, dapat 
d�paham� bahwa konsep perkaw�nan 
yang d�anut dalam Awig-awig Desa 
Pakraman Gadungan t�dak berbeda 
dengan konsep perkaw�nan yang d�atur 
oleh awig-awig yang la�n. 

Temuan penel�t�an juga 
menunjukkan bahwa terdapat 
keseragaman mengena� rumusan 
difinisi perkawinan. Sebagai contoh, 
dapat ditunjuk perumusan difinisi 
perkaw�nan yang d�tentukan dalam 
Pawos 52 Awig-awig Desa Adat 
Bangklet (Bangl�). Secara lengkap, 
pawos tersebut menentukan 
bahwa ”Pawiwahan inggih punika 
petemoning purusa predana melarapan 
panunggalan kayun cuka cita 
maduluran upasaksi sekala niskala” 
Rumusan yang pers�s sama d�temukan 
dalam Pawos 49 Awig-awig Desa 
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10 I Ketut Sudantra, I Gust� Ngurah Sud�ana dan 
Komang Gede Narendra, 2011, Perkawinan 
Menurut Hukum Adat Bali, Denpasar: Udayana 
Un�vers�ty Press, hlm. 3.
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Adat Bad�ngkayu (Jembrana), Pawos 
68 Aw�g-aw�g Desa Adat Unggasan 
(Badung), dan Pasal 50 Aw�g-
aw�g Desa Adat Ger�yana Kang�n 
(Karangasem). Rumusan yang sed�k�t 
berbeda d�temukan dalam Pawos 68 
Awig-awig Desa Adat Jungutbatu 
(Klungkung) yang menambahkan 
frasa ”laki istri” setelah frasa ”purusa 
lan pradana”, untuk menegaskan 
bahwa �st�lah ”purusa-pradana” 
menyangkut jen�s kelam�n para p�hak 
yang melakukan perkaw�nan  

Walaupun d�temukan terdapat 
var�as�-var�as� tertentu dalam 
kal�matnya, dapat d�tegaskan secara 
umum bahwa difinisi perkawinan 
menurut awig-awig desa pakraman 
adalah suatu �katan antara lak�-lak� 
(purusa) dan perempuan (pradana) 
yang d�dasarkan atas perasaan suka 
sama suka, yang d�lakukan melalu� 
rangka�an upacara agama yang 
d�saks�kan oleh masyarakat dan roh 
leluhur (”upasaksi sakala-niskala)”. 

Ad 2.  Cara dan bentuk perkaw�nan
Sela�n mengatur mengena� 

difinisi perkawinan, awig-awig desa 
pakraman juga mengatur tentang 
cara perkaw�nan. Yang d�maksud 
dengan cara d� s�n� adalah proses 
awal perkaw�nan. Sepert� d�ketahu�, 
dalam hukum adat Bal� d�kenal 
dua cara perkawu�nan d�lakukan, 
ya�tu  (1) perkaw�nan memadik 
(pepadikan) ya�tu perkaw�nan yang 
d�lakukan dengan cara mem�nang;; (2) 
perkaw�nan ngerorod (merangkat), 

ya�tu perkaw�nan yang d�lakukan 
dengan cara lar� bersama (kaw�n lar�)11. 
Sesua� dengan s�stem kekeluargaan 
yang d�anut dalam masyarakat hukum 
adat d� Bal�, dalam hukum adat 
Bal� semula d�temukan dua bentuk 
perkaw�nan, ya�tu (1) perkaw�nan 
biasa; ya�tu perkaw�nan d� mana 
p�hak �str� (yang berstatus pradana) 
men�nggalkan keluarga asalnya (orang 
tua dan saudara-saudara sekandung) 
selanjutnya masuk  meng�kut� keluarga 
suam� (p�hak purusa); dan  (2) 
perkaw�nan nyeburin (nyentana), ya�tu 
perkaw�nan d� mana s� suam� (yang 
berstatus pradana) men�nggalkan 
keluarga asalnya (orang tua dan 
saudara sekandungnya). Belakangan, 
d�temukan bentuk perkaw�nan ket�ga, 
ya�tu bentuk perkaw�nan d� mana p�hak 
suam� ataupun �str� mas�ng-mas�ng 
tetap berstatus sebaga� bag�an dar� 
keluarganya mas�ng-mas�ng. Bentuk 
perkaw�nan �n� d�sebut perkaw�nan 
pada gelahang, nadua umah, atau 
�st�lah la�n12. 

Has�l penel�t�an menunjukkan 
bahwa awig-awig desa pakraman 
t�dak membedakan antara konsep cara 
dengan konsep bentuk perkaw�nan. 
Ba�k cara maupun bentuk perkaw�nan 
d�rumuskan dalam satu ura�an  pasal 

11 Wayan P. W�nd�a dan Ketut Sudantra, op.cit., 
hlm. 85. 

12 I Ketut Sudantra, I Gust� Ngurah Sur�ana, 
dan Komang Gede Narendra, op.c�t., hlm.6-
10.; L�hat juga, Putu Dyatm�kawat�, 2013, 
Kedudukan Hukum Perkawinan Pada 
Gelahang, Denpasar: Fakultas Hukum 
Un�vers�tas Dw�jendra-Udayana Un�vers�ty 
Press, hlm. 137-139.
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(pawos). M�salnya, Pawos 52 Aw�g-
aw�g Desa Adat Bangklet (Bangl�) 
menentukan sebaga� ber�kut:

Pemargin Pawiwahan, luwire:
(1) Pepadikan;
(2) Ngerorod;
(3) Nyeburin
Kalau d�terjemahkan secara 

bebas, pasal tersebut mengura�kan 
tentang pelaksanaan perkaw�nan yang 
mel�put� (1) mem�nang, (2) kaw�n lar�; 
dan (3) perkaw�nan  d� mana suam� 
�kut �str�(nyeburin). Ketentuan yang 
sama d�atur dalam Pawos 50 Awig-
awig Desa Adat Ger�yana Kang�n; 
Pawos 68 Aw�g-aw�g Desa Adat 
Jungutbatu, dan la�n-la�n. Berbeda 
dengan awig-awig yang la�n, Awig-
awig Desa Adat Penarukan hanya 
mengatur satu cara perkaw�nan, ya�tu 
petrkaw�nan ngerorod.  Mengena� 
bentuk perkaw�nan pada gelahang, 
hanya d�temukan satu awig-awig yang 
mengaturnya, ya�tu Awig-awig Desa 
Pakraman Gadungan yang menyebut 
bentuk perkaw�nan �n� dengan sebutan 
perkaw�nan nadua umah. 

Ad. 3. Syarat-syarat perkaw�nan
Dalam awig-awig desa pakraman 

juga d�atur mengana� syarat-syarat 
perkaw�nan. Adapun mengena� syarat-
syarat perkaw�nan tersebut, adalah 
sebaga� ber�kut: 
a. Sudah dewasa (sampun manggeh 

deha teruna)
b. Berdasarkan kehendak para 

p�hak (sangkaning pada rena/
tan kapaksa)

c. Sesua� dengan ketentuan agama 
(nganutin kecaping ahama)

d. T�dak berhubungan darah 
dekat((tan gamia gemana)

e. D�lakukan upacara suda wadani 
dalam hal pasangan berbeda 
agama(kawisudayang prade 
pengambile sios agama miwah 
kapatiwangi);

f. Pelaksanaan perkaw�nan juga 
meng�kut� Undang-undang 
Perkaw�nan yang d�keluarkan 
oleh pemer�ntah (pamargin 
pawiwahan mangda taler 
nganutin Undang-undang 
Perkawinan saking sang 
mawarat). 
D� samp�ng syarat-syarat 

tersebut, awig-awig desa pakraman 
juga mengatur mengena� syarat sahnya 
perkaw�nan (pengesahan perkaw�nan). 
Awig-awig menyebut konsep sah 
dengan �st�lah kapatutang (pawiwahan 
sane kapatutang) sedangkan t�dak sah 
d�sebut tan patut.  Has�l penel�t�an 
menunjukkan bahwa menurut awig-
awig desa pakraman, perkaw�nan 
d�anggap sah (kapatutang)  apab�la 
sudah d�laksanakan rangka�an upacara 
agama (pabyakala, pasakapan, dan 
kapajatiang ring Kahyangan Desa) 
dan d�saks�kan oleh kepala adat 
(prajuru). Awig-awig desa pakraman 
juga menentukan bahwa perkaw�nan 
waj�b d�muat dalam catatan 
perkaw�nan d� desa pakraman dan juga 
d�catatkan dalam catatan perkaw�nan 
Pemer�ntah.
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Ad. 4. Prosedur Perkaw�nan 
Aspek prosedur perkaw�nan 

juga d�atur dalam awig-awig desa 
pakraman, ba�k yang d�lakukan 
dengan cara mem�nang maupun 
kaw�n lar�. Pada pr�ns�pnya, apapun 
cara yang d�tempuh, semua awig-
awig yang d�tel�t� menentukan bahwa 
set�ap orang yang akan melakukan 
perkaw�nan terleb�h dahulu waj�b 
mesadok (melapor, member�tahukan) 
kehendaknya untuk kaw�n kepada 
kepala adat (Prajuru) dan kepala 
adat selanjutnya memast�kan apakah 
perkaw�nan tersebut sesua� atau 
t�dak sesua� dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Has�l penel�t�an juga 
menunjukkan bahwa terdapat 
adanya perbedaan prosedur dalam 
perkaw�nan mem�nang (mepadik) 
dengan kaw�n lar� (ngerorod). Dalam 
perkaw�nan mem�nang (pepadikan) 
proses perkaw�nan d�dahulu� dengan 
pemb�caraan-pemb�caraan antara 
keluarga calon pasangan pengant�n, 
dengan �n�s�at�f dar� keluarga calon 
mempela� lak�-lak�. Acara �n� d�sebut 
makruna (mem�nang). D�temukan 
var�as�-var�as� mengena� berapa 
kal� acara �n� d�lakukan, ada yang 
menentukan d�lakukan sekal�, ada 
yang menentukan dua kal�, atau 
t�ga kal�. Sarana yang d�gunakan 
pun bervar�as�.  Dalam perkaw�nan 
ngerorod proses perkaw�nan d�awal� 
dengan d�lar�kannya calon mempela� 
perempuan oleh calon mempela� lak�-
lak�. Dalam proses �n�, semua awig-
awig yang d�tel�t� menentukan bahwa 

t�dak d�perkenankan mengajak calon 
mempela� perempuan langsung ke 
rumah mempela� lak�-lak� sebelum 
d�adakan upacara pengesahan 
perkaw�nan (pabyakalan).  Setelah 
proses ”melar�kan” �n� terjad�, segera 
d�t�ndaklanjut� oleh keluarga calon 
mempela� lak�-lak� dengan mengutus 
sekurang-kurangnya dua  orang utusan 
ke rumah orang tua s� perempuan untuk 
member�tahukan bahwa anak gad�snya 
sudah d�lar�kan untuk d�kaw�n� oleh 
calon mempela� lak�-lak�. Dalam awig-
awig, acara �n� d�sebut dengan �st�lah 
pamiluku atau mepejati.

3.3. Pengaturan Aspek Hukum 
Perceraian (Nyapian)
Awig-awig yang d�tel�t� juga 

mengatur aspek-aspek hukum d� b�dang 
percera�an. Ist�lah yang d�gunakan 
dalam awig-awig adalah nyapian atau 
palas perabian. Aspek-aspek yang 
d�atur terka�t dengan percera�an �n� 
adalah, sebaga� ber�kut: (1) sebab-
sebab putusnya perkaw�nan; (2) dasar 
(sebab) terjad�nya percera�an; (3) 
prosedur percera�an; (4) sanks�-sanks� 
dalam percera�an. 

Mengena� sebab putusnya 
perkaw�nan, awig-awig menyebutkan 
ada dua sebab, ya�tu perkaw�nan 
putus karena percera�an (palas 
marabian), dan perkaw�nan putus 
karena kemat�an salah satu p�hak 
(kapademan). Sedangkan mengena� 
dasar percera�an, awig-awig umumnya 
menyebut dua hal, ya�tu: (1) karena 
kehendak bersama (sangkaning pada 
lila); (2) karena adanya masalah 

Vol. 5, No. 1 : 43 - 58



51

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2016

antara suam�-�str� (mawiwit wicara). 
Prosedur pelaksanaan percera�an 
terleb�h dahulu waj�b d�ber�tahukan 
secara tertul�s kepada Pemer�ntah, 
dalam hal �n� Pengad�lan seh�ngga 
jelas ada keputusan tentang percera�an 
tersebut (atur supeksa pailikitan 
ring sang Ngawiwenang wastu tinas 
apadang pamutuse kabawos nyapian). 
Setelah ada keputusan dar� Pengad�lan 
kemud�an Prajuru (pengurus adat) 
mengumumkan percera�an tersebut 
kepada warga desa adat melalu� 
paruman (rapat) desa (Prajuru Desa 
nyobyahang kawentanya ring paruman 
desa). Beberapa awig-awig menentukan 
bahwa p�hak yang bercera� d�kenakan 
sanks� adat sesua� dengan keputusan 
desa yang bersangkutan (keni panebas 
swaran kulkul manut pararem). 

3.4. Pengaturan Aspek Hukum 
Tentang Keturunan (Sentana)
Keturunan adalah orang 

yang meneruskan kelangsungan 
suatu keluarga. Dalam awig-awig 
desa pakraman, pr�hal keturunan 
d�atur dalam Bab (Sarga) Sukerta 
Tata Pawongan, khususnya  pada 
Bag�an (Palet) Indik Sentana13. 
Secara gramat�kal, sentana berart� 
anak atau keturunan14. VE. Korn, 
penel�t� dan penul�s Hukum Adat 
Bal� juga menegaskan bahwa �st�lah 

sentana berart� anak keturunan yang 
menggant�kan bapaknya sebaga� 
kepala keluarga15.  

Dalam hukum adat Bal�, gar�s 
keturunan d�lacak dar� gar�s lak�-lak�, 
karena s�stem kekeluargaan yang d�anut 
oleh masyarakat bal� adalah s�stem 
kekeluargaan patr�l�neal yang d�sebut 
purusa atau kapurusa)16. Dar� pasal-
pasal (pawos) awig-awig yang d�tel�t� 
t�dak d�temukan adanya ketentuan yang 
menegaskan secara ekpl�s�t tentang 
s�stem kekeluargaan yang d�jad�kan 
dasar pengaturan hukum keluarga 
dalam awig-awig desa pakraman. 
Namun dengan menganal�s�s secara 
cermat keseluruhan awig-awig desa 
pakraman, khususnya Bab (Sarga) 
Sukerta Tata Pawongan dapat 
d�past�kan bahwa s�stem kekeluargaan 
purusa menj�wa� hukum keluarga 
yang d�atur dalam awig-awig desa 
pakraman. Ind�kas�-�nd�kas� yang 
dapat menguatkan kes�mpulan tersebut, 
antara la�n  dapat d�l�hat pada pr�ns�p-
pr�ns�p yang d�anut dalam awig-awig 
desa pakraman, sebaga� ber�kut:
(1) Dalam perkaw�nan, secara umum 

d�anut pr�ns�p bahwa mempela� 
perempuan meng�kut� keluarga 
p�hak mempela� lak�-lak� (�str� 
�kut suam�). Pr�ns�p �n� m�salnya 
dapat d�s�mpulkan dar� ketentuan 
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13 D�temukan juga awig-awig desa pakraman 
yang t�dak mengatur secara khusus pr�hal 
sentana, m�salnya Awig-awig Desa Adat 
Penarukan.

14 Sr� Res� Anandakusuma, 1986, Kamus Bahasa 
Bali, Denpasar: CV Kayumas, hlm. 177.

15 V.E. Korn, 1978, Hukum Adat Kekeluargaan 
di Bali, terjemahan I Gde Wayan pangkat, 
Denpasar: B�ro Dokumentas� dan Publ�kas� 
Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan 
Masyarakat Un�vers�tas Udayana, hlm. 7.

16 Wayan P W�nd�a dan Ketut Sudantra, op.cit. 
hlm., 78.
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awig-awig desa pakraman yang 
menentukan bahwa: ”... sang istri 
keajak budal ring pakubon sang 
lanang...” (mempela� perempuan 
d�ajak pulang kerumah mempela� 
lak�-lak�);

(2) Ahl� war�s adalah keturunan 
(anak) lak�-lak� (pratisentana 
purusa) atau anak perempuan 
yang d�kukuhkan statusnya 
sebaga� purusa (sentana rajeg), 
ba�k anak kandung maupun anak 
angkat. 
Pr�ns�p-pr�ns�p d� atas adalah 

asas hukum yang secara umum d�anut 
dalam s�stem kekeluargaan purusa. 

Dalam aw�g-aw�g desa pakraman, 
aspek-aspek yang d�atur pada Bag�an 
(Palet) Indik Sentana adalah sebaga� 
ber�kut:
(1) Jen�s-jen�s anak keturunan 

(sentana);
(2) Kedudukan anak luar kaw�n;
(3) Pengangkatan anak

Mengena� jen�s-jen�s sentana, 
aw�g-aw�g desa pakraman pada 
umumnya membedakan anak 
keturunan menjad� dua, ya�tu anak 
kandun (pratisentana) dan anak 
angkat (sentana paperasan). Ist�lah 
pratisentana tampaknya menunjuk 
pada konsep anak kandung yang sah, 
sebab awig-awig desa pakraman 
mendifinisikannya sebagai ”...sentana 
sane metu sangkaning pawiwahan sane 
patut” (anak yang lah�r dar� perkaw�nan 
yang sah). D� luar anak kandung sah, 
aw�g-aw�g juga mengatur tentang anak 
luar kaw�n yang d�sebut dengan �st�lah 

babinjat atau astra. Tetap� dalam awig-
awig yang d�tel�t� t�dak ada penegasan 
mengena� kedudukan anak luar kaw�n 
�n� dalam keluarga. Beberapa awig-
awig yang d�tel�t� hanya menentukan 
bahwa dsalam hal terjad� kelah�ran 
anak luar kaw�n waj�b d�lakukan 
upacara agama tertentu yang tujuannya 
mengembal�kan kese�mbangan ga�b 
(meng�langkan kekotoran ga�b), 
m�salnya dalam bentuk upacara yang 
d�sebut  pamrayascita, panyangaskara 
(widi widana) miwah pras kundulan; 
sesipatan; dan la�n-la�n. 

Dalam beberapa awig-awig desa 
pakraman juga d�atur mengena�  sentana 
rajeg, ya�tu  anak kandung perempuan 
yang d�kukuhkan statusnya purusa 
dan melakukan perkaw�nan nyeburin  
(”Sentana Rajeg inggih punika, 
pratisentana wadon (pradana) sane 
kamanggehang lanang (purusa) tur 
risampun ngelaksanayang pawiwahan 
nyeburin”). Has�l penel�t�an juga 
menunjukkan bahwa terdapat aw�g-
aw�g desa pakraman yang samasekal� 
mengatur pr�hal sentana rajeg, ya�tu 
Awig-awig Desa Adat Pgenarukan 
dan Awig-awig Desa Adat Ger�yana 
Kang�n. Kedua desa pakraman tersebut 
terakh�r �n� mas�ng-mas�ng terletak d� 
Kabupaten Buleleng dan Kabupaten 
Karangasem. 

Kecual� Awig-awig Desa Adat 
Penarukan yang memang samasekal� 
t�dak mengatur secara khusus pr�hal 
anak keturunan (sentana), semua awig-
awig la�nnya yang d�tel�t� mengatur 
pr�hal pengangkatan anak. Ist�lah-
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�st�lah yang d�gunakan untuk menyebut 
perbuatan hukum pengangkatan anak, 
antara la�n: ngidih sentana, ngangkat 
sentana; sedangkan untuk anak 
angkat d�sebut dengan �st�lah sentana 
paperasan.  Namun dem�k�an, t�dak 
ada satu pun awig-awig yang d�tel�t� 
merumuskan difinisi konsep anak 
angkat ataupun pengangkatan anak. 
Namun dem�k�an, dengan penafs�ran 
konseptual dapat d�paham� bahwa 
pengangkatan anak adalah proses 
menjad�kan anak orang la�n menjad� 
anak send�r� untuk meneruskan 
keturunan orang tua angkat.  

Has�l penel�t�an menunjukkan 
bahwa aspek-aspek yang duatur dalam 
awig-awig desa pakraman berka�tan 
dengan pengangkatan anak �n�, mel�put� 
prosedur pengangkatan anak; syarat 
anak yang d�angkat dan mengena� 
sahnya pengangkatan anak Mengena� 
prosedur pengangkatan anak, pada 
umumnya awig-awig desa pakraman 
menentukan sebaga� ber�kut:
(1) Set�ap orang yang berkehendak 

mengangkat anak waj�b melapor 
kepada kepala adat (Bendesa) 
dalam waktu terterntu sebelum 
pengangkatan anak

(2) Kepala adat mengumumkan 
kepada warga d� w�layah desa 
pakraman mengena� rencana 
pengangkatan anak tersebut, 
kalau ada p�hak yang beberatan 
supaya menyampa�kan 
keberatannya kepada kepala adat 
dalam batas waktu tertentu 

(3) Kepala adat kemud�an membahas 

ke�ng�nan mengangkat anak 
tersebut dan member�kan 
keputusan sesua� ketentuan yang 
berlaku 

(4) J�ka pengangkatan anak t�dak 
sesua� prosedur d� atas, kepala 
adat berwenang menunda 
upacara pengangkatan anak 
tersebut, member�kan tuntunan 
supaya semua permasalahan 
d�selesa�kan terleb�h dahulu
Mengena� syarat anak yang 

d�angkat sebaga� anak angkat, awig-
awig desa pakraman pada umumnya 
menentukan bahwa orang yang dapat 
d�angkat menjad� anak angkat adalah:
a. Orang yang beragama H�ndu;
b. Dar�  keluarga gar�s bapak; kalau 

t�dak ada dar� gar�s bapak, boleh 
dar� gar�s �bu; kalau juga t�dak 
ada d�bolehkan sekehendak 
hat� tetap� tetap yang beragama 
H�ndu.
Mengena� sahnya pengangkatan 

anak, awig-awig desa pakraman 
menentukan bahwa pengangkatan 
anak d�anggap sah (paperesan sane 
kapatut) apab�la d�lakukan melalu� 
upacara agama yang khusus untuk 
pengangkatan anak, ya�tu widi 
widana peparasan; d�saks�kan oleh 
kepala adat yang akan mencatat dan 
mengumunkan pengangkatan anak 
tersebut; dan d�s�arkan (d�umumkan) 
d� w�layah desa pakraman. 

3.5. Pengaturan Aspek Hukum 
Waris
Pewar�san pada dasarnya 

suatu proses penerusan harta 
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pen�nggalan dar� satu generas� kepada 
generas�� be�kutnya. Has�l penel�t�an 
menunjukkan bahwa semua awig-
awig yang d�tel�t� mengatur masalah 
pewar�san. Aspek hukum pewar�san 
d�atur secara khusus dalam satu bag�an 
(palet)  d� bawah bab (sarga) Pawongan 
dengan t�tel: Indik Warisan. Dalam 
bag�an �n�, aspek-aspek pewar�san 
yang d�atur adalah sebaga� ber�kut:
(1) Pr�hal harta war�san;
(2) Pr�hal ahl� war�s
(3) Pr�hal kewaj�ban ahl� war�s
(4) Pr�hal gugurnya hak mewar�s
(5) Kedudukan anak perempuan dan 

janda
(6) Tatacara pembag�an war�san
(7) Pember�an h�bah kepada anak 

yang kaw�n ke luar
(8) Pr�hal t�adanya ahl� war�s

Ber�kut �n� akan d�ura�kan 
pengaturan aspek-aspek hukum 
pewar�san tersebut sebaga�mana 
d�temukan dar� has�l penel�t�an 
terhadap awig-awig desa pakraman.

Pr�hal konsep harta war�san 
yang dalam awig-awig d�sebut dengan 
�st�lah ”warisan”, semua awig-
awig desa pakraman yang d�tel�t� 
merumuskan war�san sebaga� harta 
kekayaan dan tanggungjawab yang 
d�peruntukkan untuk mewujudkan 
kesejahteraan lah�r bat�n suatu 
keluarga dar� nenek moyang kepada 
keturunannya. Rumusan dem�k�an,  
m�salnya, d�tentukan dalam Pawos 59 
Awig-awig Desa Pakraman Gadungan 
yang merumuskan konsep war�san 
sebaga� ber�kut: ”Warisan inggih 

punika arthabrana saha ayah-ayahan 
ngupadi sukerta sekala niskala saking 
kaluhuranya marep ring turunanya”. 
(war�san adalah harta benda dan 
kewaj�ban-kewaj�ban yang d�tujukan 
bag� kesejahteraan lah�r bat�n dar� 
nenek moyang kepada keturunannya)  
Jen�s-jen�s harta war�san yang d�atur 
dalam awig-awig desa pakraman, 
mel�put�
(1) Harta pusaka yang menjad� m�l�k 

bersama (duwe tengah),  ba�k 
yang mempunya� n�la� ekonom� 
sepert� sawah, ladang, termasuk 
tanah ayahan desa; maupun 
yang mempunya� n�la� sakral 
(rel�g�o mag�s) sepert�: tempat 
pemujaan keluarga (sanggah/
merajan dan pusaka-pusaka;

(2) Harta bersama (pagunakayan) 
ya�tu harta yang d�peroleh selama 
perkaw�nan berlangsung;

(3) Harta bawaan (tadtadan/
jiwadana);

(4) Utang-p�utang. 
Mengena� ahl� war�s, t�dak 

d�temukan pengaturan mengena� 
difinisi konsep ahli waris dalam awig-
awig yang d�tel�t�, tetap� dengan 
penafs�ran s�stemat�s dapat d�paham� 
bahwa ahl� war�s adalah orang yang 
berhak mener�ma harta war�san. Asas 
�n� dapat d�paham� , m�salnya, dar� 
ketentuan Pawos 60 ayat (2) Aw�g-
aw�g Desa Pakraman Gadungan yang 
menyatakan bahwa ”swadarmaning 
ahli waris, patut: ha. Nerima saha 
nngwasayang tetamian pahan kel
uharanya...”(kewaj�ban ahl� war�s 
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adalah mener�ma dan menguasa� harta 
war�san..)

Awig-awig desa pakraman 
menentukan bahwa ahl� war�s 
mel�put�: anak kandung lak�-
lak� (pratisentana lanang), anak 
perempuan yang berstatus purusa 
(pratisentana wadon sentana rajeg), 
dan anak angkat (sentana paperasan). 
P�hak-p�hak �n�lah yang dapat d�sebut 
sebaga� ahl� war�s dalam kelompok 
keutamaan pertama. Aw�g-aw�g t�dak 
membedakan pos�s� ket�ga ahl� war�s 
tersebut. Dalam hal ahl� war�s dar� 
kelompok keutamaan pertama �n� t�dak 
ada, maka barulah ahl� war�s d�h�tung 
dar� kelompok keutamaan kedua, 
ya�tu: keturunan lak�-lak� (purusa) 
dalam gar�s lurus ke atas, ya�tu ayah, 
kakek, dan seterusnya. Dalam hal 
kelompok ahl� war�s keutamaan kedua 
�n� juga t�dak ada, maka yang menjad� 
ahl� war�s adalah kelompok keutamaan 
ket�ga, ya�tu keturunan purusa dalam 
gar�s menyamp�ng, ya�tu: saudara 
atau keponakan, saudara sepupu atau 
keponakan sepupu, dan seterusnya. 

D� samp�ng mengatur pr�hal 
p�hak-p�hak yang berstatus sebaga� 
ahl� war�s, awig-awig desa pakraman 
juga mengatur kedudukan anak 
perempuan dan janda (atau duda 
dalam perkaw�nan nyeburin). Has�l 
penel�t�an menunjukkan bahwa 
semua awig-awig desa pakraman 
yang d�tel�t� mempos�s�kan anak 
perempuan dan janda dengan status 
bukan ahl� war�s (boya ahli waris). 
Namun dem�k�an, aw�g-aw�g desa 

pakraman juga menentukan bahwa 
mereka mempunya� hak terbatas dan 
bersyarat atas harta war�san. D�katakan 
mempunya� hak terbatas dan bersyarat 
karena mereka hanya berhak untuk 
menghas�l� (muponin) harta war�san, 
dengan syarat anak perempuan 
belum kaw�n ke luar (dereng kesah 
mawiwaha).

Ahl� war�s mempunya� 
kewaj�ban-kewaj�ban (tanggungjawab) 
tertentu, yang d�sebut swadharmaning 
ahli war�s, ya�tu:
a. Mener�ma dan menguasa� harta 

war�san;
b. Bertanggung jawab terhadap 

tempat pemujaan keluarga 
(sanggah/mrajan) dan pura 
ber�kut pelaksanaan upacaranya;

c. Menggant�kan kewaj�ban-
kewaj�ban dar� pewar�s;

d. Melaksanakan upacara kremas� 
jenasah pewar�s (ngaben), 
selanjutnya melaksanakan 
upacara p�tra yadnya untuk roh 
leluhur pewar�s;

e. Membayar utang-utang pewar�s 
sesua� log�ka.
Dalam  awig-awig desa 

pakraman juga d�atur pr�hal kond�s�-
kond�s� yang dapat menjad� alasan 
gugurnya hak mewar�s dar� seorang 
ahl� war�s. Kond�s�-kond�s� tersebut 
laz�mnya d�sebut  ninggal kedaton, 
ya�tu suatu kond�s� d�mana seorang 
ahl� war�s mengaba�kan atau 
men�nggalkan tanggungjawabnya 
(swadharma-nya) d� rumah 
keluarganya, termasuk kewaj�bannya 
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terhadap orang tua. Pada umumnya 
awig-awig yang d�tel�t� menyebutkan 
kondisi-kondisi yang dikwalifikasikan 
n�nggal kedaton adalah: p�ndah agama 
(nilar kawitan lan sasananing agama 
Hindu), durhaka atau t�dak melakukan 
kewaj�ban  kepada orang tua (alpaka 
guru rupaka), dan kaw�n ke luar (kesah 
mawiwaha)

Pembag�an harta war�san dapat 
terjad� apab�la terdapat leb�h dar� satu 
ahl� war�s. Pada umumnya semua 
aw�g-aw�g yang d�tel�t� menganut 
pr�ns�p bahwa pembag�an war�san 
d�lakukan secara musyawarah mufakat 
(paigum) dalam keluarga, walaupun 
beberapa aw�g-aw�g yang d�tel�t� juga 
member�kan gar�s-gar�s tegas mengena� 
kedudukan mas�ng-mas�ng ahl� war�s 
terhadap harta war�san tertentu, 
m�salnya untuk harta pagunakaya 
(harta pencahar�an, harta bersama) para 
ahl� war�s mempunya� hak yang sama, 
sedangkan untuk tanah-tanah karang 
ayahan desa (tanah adat) menjad� 
hak ahl� war�s yang berstatus krama 
ngarep (ahl� war�s yang mempunya� 
tanggungjawab penuh kepada desa). 
mengena� bag�an Apab�la cara 
musyawarah gagal seh�ngga terjad� 
sengketa, maka penyelesa�an d�lakukan 
dengan menggunakan mekan�sme 
penyelesa�an perkara yang d�atur 
dalam awig-awig desa pakraman, 
ya�tu dengan mel�batkan kepala adat 
(prajuru) sesua� t�ngkatannya. Apab�la 
cara �n� pun gagal, maka sengketa 
pembag�an war�san dapat d�selesa�kan 
melalu� Pengad�lan (Sang Rumawos).

 

Adakalanya  dalam  suatu 
keluarga t�dak terdapat ahl� war�s 
(kaputungan). Aw�g-aw�g desa 
pakraman pada umumnya juga 
sudah mengant�s�pas� hal �n�, dengan 
menentukan bahwa menjad� tugas 
kepala adat untuk menemukan ahl� 
war�s dar� gar�s purusa yang berhak 
mewar�s� harta war�san tersebut. 
Apab�la ternyata benar-benar t�dak 
ada ahl� war�s yang berhak atas harta 
war�san, beberapa aw�g-aw�g desa 
pakraman menentukan bahwa harta 
tersebut menjad� hak desa pakraman 
(kedaut antuk desa).

D� samp�ng mengatur aspek-
aspek hukum pewar�san, dalam art�an 
penerusan harta war�san kepada  
mereka yang berstatus sebaga� ahl� 
war�s,  beberapa awig-awig desa 
pakraman yang d�tel�t� juga mengatur 
pr�hal pember�an harta (h�bah) kepada 
anak yang bukan berstatus sebaga� ahl� 
war�s. M�salnya, dalam Pawos 85 ayat 
(5) Awig-awig Desa Adat Ungasan 
d�tentukan bahwa: ”Perwaris kengin 
maweweh rikala maurip pinaka jiwa 
dana, tadtadan/bekel, makacihna 
maweweh tetep ring pianak sane 
kesah mawiwaha (pewar�s dapat 
member�kan h�bah kepada anak yang 
kaw�n keluar berupa pember�an tetap 
sebaga� jiwadana(harta untuk nafkah), 
tadtadan/bekal)

IV.   PENUTUP
4.1. Simpulan

Berdasarkan ura�an d� atas 
akh�rnya dapat d�s�mpulkan sebaga� 
ber�kut:
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1. Aspek-aspek hukum keluarga 
d�atur dalam awig-awig desa 
pakraman dalam satu bab 
(sarga) khusus yang mengatur 
keh�dupan bersama dalam 
keluarga, yang d�ber� judul 
Sukertha Tata Pawongan. 

2. Secara substans�al, pengaturan 
aspek-aspek hukum keluarga 
yang d�atur dalam awig-awig 
desa pakraman adalah sebaga� 
ber�kut: 

 (1) Pr�hal perkaw�nan d�atur 
dalam bag�an (palet) indik 
pawiwahan yang  mel�put� 
pengaturan mengena� 
pengert�an perkaw�nan; 
cara dan bentuk perkaw�nan 
(pemargin pawiwahan); 
syarat-syarat perkaw�nan 
(pidabdab sang pacang 
mawiwaha); dan prosedur 
perkaw�nan (pemargin 
pawiwahan)

 (2) Pr�hal percera�an  d�atur 
dalam bag�an (palet) indik 
nyapian yang d� dalamnya 
d�atur aspek-aspek tentang  
sebab putusnya perkaw�nan, 
dasar percera�an, prosedur 
percera�an, dan sanks�-sanks� 
dalam percera�an.

 (3) Pr�hal anak keturunan d�atur 
dalam bag�an (palet) indik 
sentana yang mel�put�: 
pengaturan  tentang jen�s-
jen�s anak keturunan 
(sentana), kedudukan anak 
luar kaw�n; dan pengangkatan 

anak;
 (4) Pr�hal pewar�san d�atur 

dalam bag�an (palet) indik 
warisan yang d� dalamnya 
d�atur aspek-aspek tentang 
harta war�san; pr�hal ahl� 
war�s,  kewaj�ban ahl� war�s, 
gugurnya hak mewar�s, 
kedudukan anak perempuan 
dan janda, tatacara pembag�an 
war�san,  pember�an h�bah 
kepada anak yang kaw�n ke 
luar, dan pr�hal t�adanya ahl� 
war�s

4.2. Saran
Penel�t�an �n� baru sampa� 

pada tahap identifikasi hukum, yaitu 
identifikasi norma-norma hukum 
keluarga d� dalam awig-awig desa 
pakraman. Kepada para penel�t� 
d�sarankan untuk melanjutkan 
penel�t�an �n� dengan penel�t�an 
terhadap asas-asas hukum yang 
terkandung dalam norma-norma 
tersebut. Dengan beg�tu, d�harapkan 
dapat diidentifikasi pula nilai-nilai 
hukum adat Bal� un�versal yang berlaku 
dalam masyarakat. D� samp�ng �tu, 
penel�t�an �n� adalah penel�t�an hukum 
normat�f yang hanya menel�t� norma-
noorma hukum adat Bal� sebaga�mana 
tertul�s dalam k�tab yang belum tentu 
menggambarkan per�laku hukum 
masyarakat dalam kenyataannya. 
Karena �tu, penel�t�an hukum emp�r�s 
perlu d�lakukan untuk mengetahu� 
apakah norma-norma hukum keluarga 
sebaga�mana yang tertul�s dalam awig-
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awig desa pakraman d�praktekkan 
atau sebal�knya dalam keh�dupan 
tanya masyarakat desa pakraman yang 
bersangkutan. 
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